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ABSTRACT 

 

Public service is a manifestation of the government's responsibility to the 

community. In the era of bureaucratic reform that emphasizes transparency, 

responsibility, and improving the quality of service, every government agency is 

expected to provide services that are not only fast and accurate, but also meet the 

expectations of the community as users. This study seeks to reveal the level of the 

Public Satisfaction Index (IKM) regarding services at the Pontianak City Land 

Office. The method used in this study is qualitative with a descriptive approach, 

where data is obtained from interviews, documentation, and observation. 

Qualitative analysis in this study consists of an analysis of service aspects. Related 

to various assessment variables, the Public Satisfaction Index (IKM) of the 

Pontianak City Land Office shows good results. These results were achieved 

comprehensively where all variables received an index of three or above and 

received a very good predicate. Meanwhile, public assessment of service is based 

on the speed and timeliness of service completion, more specifically the issuance of 

land decrees which applicants complained was very slow for. However, this is also 

balanced by the provision of complete facilities for applicants, ranging from 

comfortable waiting rooms and the availability of supporting facilities such as 

prayer rooms, breastfeeding rooms, boxes and complaint rooms. This makes 

applicants feel comfortable and eliminates any obstacles they experience in the 

service process. 

 

Keyword: Public Satisfaction Index, Public Services. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang 

baik, pemerintah dapat memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat dalam 

mengakses hak-haknya sebagai warga negara. Dalam konteks administrasi publik 

modern, pelayanan publik tidak hanya dipahami sebagai kegiatan administratif 

semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan 

pelayanan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepuasan 

masyarakat. Kualitas pelayanan publik menjadi salah satu indikator penting dalam 

menilai kinerja suatu instansi pemerintah (Nafisah. Annisa Zahwa N & Suwarna, 

2025) 

Seiring dengan perkembangan reformasi birokrasi di Indonesia, pemerintah 

terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Reformasi birokrasi menuntut setiap instansi pemerintah untuk menyelenggarakan 

pelayanan yang profesional, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan 

masyarakat yang semakin kompleks. Dalam hal ini, instansi pemerintah dituntut 

untuk tidak hanya menjalankan prosedur administratif, tetapi juga memastikan 

bahwa proses pelayanan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata bagi 

masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas akan menciptakan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah serta mendukung terwujudnya tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). 

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan 

oleh instansi pemerintah telah memenuhi harapan masyarakat, diperlukan suatu 

mekanisme evaluasi yang dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan tersebut. Salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk 

melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik adalah Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) (Deddy Cathur Putra et al., 2024a). IKM merupakan alat ukur 
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yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. 

Melalui pengukuran IKM, instansi pemerintah dapat memperoleh gambaran 

mengenai persepsi masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan yang diberikan, 

sekaligus mengidentifikasi bagian-bagian pelayanan yang masih perlu diperbaiki. 

Pengukuran IKM memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil dari pengukuran IKM tidak hanya 

berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan, 

tetapi juga dapat menjadi dasar bagi instansi pemerintah dalam merumuskan 

kebijakan dan strategi peningkatan kualitas pelayanan di masa yang akan datang. 

Pengukuran IKM dapat membantu instansi pemerintah dalam mengembangkan 

sistem pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan 

masyarakat. 

Salah satu instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pertanahan adalah Kantor Pertanahan 

Kota Pontianak yang berada di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kantor Pertanahan Kota Pontianak memiliki 

tanggung jawab dalam menyelenggarakan berbagai pelayanan pertanahan kepada 

masyarakat, seperti pelayanan pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat tanah, 

pemeliharaan data pertanahan, serta berbagai pelayanan administrasi pertanahan 

lainnya. Pelayanan pertanahan memiliki peranan yang sangat penting karena 

berkaitan langsung dengan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki 

masyarakat. 

Kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah merupakan hal yang sangat 

penting bagi masyarakat. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga 

memiliki nilai sosial dan hukum yang sangat besar. Penyelenggaraan pelayanan 

publik di bidang pertanahan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan 

akuntabel (Deddy Cathur Putra et al., 2024b). Pelayanan pertanahan yang baik akan 

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta dapat mengurangi potensi 

terjadinya konflik atau sengketa pertanahan di masyarakat. 
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Dalam beberapa tahun terakhir, Kantor Pertanahan Kota Pontianak 

menunjukkan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

pelayanan publik kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui 

peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, penerapan standar operasional 

prosedur pelayanan, serta penguatan sistem pelayanan yang lebih transparan dan 

akuntabel. Selain itu, berbagai upaya perbaikan juga dilakukan dalam penyediaan 

sarana dan prasarana pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat 

dalam menerima pelayanan. 

Komitmen Kantor Pertanahan Kota Pontianak dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik juga terlihat dari berbagai pencapaian yang telah diraih. Salah satu 

pencapaian penting adalah keberhasilan kantor ini memperoleh predikat Wilayah 

Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019 dalam program pembangunan Zona 

Integritas di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Predikat tersebut menunjukkan 

bahwa Kantor Pertanahan Kota Pontianak dinilai mampu menyelenggarakan 

pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi. Saat 

ini Kantor Pertanahan Kota Pontianak juga terus melakukan berbagai upaya 

perbaikan untuk mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM) sebagai bentuk penguatan reformasi birokrasi di bidang pelayanan 

publik. 

Selain pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 

2019, Kantor Pertanahan Kota Pontianak juga terus menunjukkan perkembangan 

dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM). Berdasarkan ikhtisar hasil pembangunan Zona Integritas 

Kantor Pertanahan Kota Pontianak, upaya reformasi birokrasi telah dilakukan sejak 

tahun 2018 melalui penerapan enam area perubahan yang meliputi manajemen 

perubahan, penataan tata laksana, penguatan manajemen sumber daya manusia, 

peningkatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas 

pelayanan publik (Priono et al., 2025). Hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas 

menunjukkan capaian nilai sebesar 89,66 yang mencerminkan adanya peningkatan 

dalam aspek birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang prima, yang diukur 

melalui Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Persepsi Kepuasan 

Pelayanan  (IPKP).  Selain itu,  dalam  penilaian  kepatuhan  penyelenggaraan 
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pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota 

Pontianak juga memperoleh nilai kepatuhan pelayanan publik tertinggi di antara 

kantor pertanahan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dan masuk dalam 

kategori Zona Hijau Kepatuhan. Capaian tersebut menjadikan Kantor Pertanahan 

Kota Pontianak didorong sebagai salah satu role model bagi kantor pertanahan 

lainnya di Kalimantan Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat. Berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan juga dilakukan melalui 

penerapan inovasi pelayanan berbasis teknologi, penguatan sistem pengawasan 

untuk mencegah praktik pungutan liar, peningkatan kompetensi sumber daya 

manusia, serta dukungan terhadap program strategis nasional seperti Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan digitalisasi layanan pertanahan (Sahrain, 

2023). Berbagai capaian tersebut menunjukkan komitmen Kantor Pertanahan Kota 

Pontianak dalam memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas 

pelayanan publik di bidang pertanahan. 

Tidak cukup sampai disitu, Kantor Pertanahan Kota Pontianak juga 

mencerminkan sebagai kantor unggulan di Kalimantan Barat ialah inovasi 

unggulan dalam penguatan integritas, kinerja dan layanan yang telah diwujudkan 

di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, berikut penjabarannya yang terdapat di 

Ikhtisar Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih 

Melayani (WBBM) yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / 

Badan Pertanahan Nasional untuk Kantor Pertanahan Kota Pontianak, antara lain; 

1. Monitoring Layanan Elektronik; Merupakan sebuah inovasi berbasis 

dashboard monitoring yang dikembangkan dengan tujuan untuk menjaga 

stabilitas dan keberlangsungan 7 layanan prioritas di Kantor Pertanahan 

Kota Pontianak agar dapat berjalan secara optimal. Melalui dashboard ini, 

pelaksanaan layanan dapat dipantau secara real time, sehingga kinerja setiap 

layanan dapat terjaga konsistensinya serta mudah dievaluasi. 

2. SINIBNOP; Merupakan sebuah bentuk kolaborasi strategis antara Kantor 

Pertanahan Kota Pontianak dan Pemerintah Kota Pontianak yang 

diwujudkan melalui integrasi penyesuaian Nama Wajib Pajak dengan 

Nomor Objek Pajak (NOP) dalam satu sistem terpadu. 

3. SI Kampong Permadani; Merupakan sistem yang digunakan dalam upaya 

pencegahan dan meminimalisir permasalahan pertanahan sebagaimana hasil 
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Pemetaan Permasalahan Pertanahan tahun 2021 yang menunjukkan 

tingginya volume permasalahan pertanahan. 

4. Lawar (Layanan Antar Warga); Sebagai bentuk komitmen dalam 

peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan serta bagian 

dari upaya pembangunan Zona Integritas menuju birokrasi yang bersih dan 

melayani, Kantor Pertanahan Kota Pontianak melaksanakan program 

percepatan (Quick Wins) layanan pertanahan. 

5. LDR (Layanan Dari Ruangan); Merupakan platform yang digunakan 

pemohon dan petugas back office Kantor Pertanahan Kota Pontianak, seperti 

konsultasi atau pengurusan berkas melalui ruang virtual, merupakan bagian 

dari transformasi digital yang diusung Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Inovasi ini sangat relevan 

dan sesuai dengan isu-isu strategis dalam pelayanan publik pertanahan di 

Indonesia. 

Berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut menjadikan 

Kantor Pertanahan Kota Pontianak dikenal sebagai salah satu kantor pertanahan 

yang memiliki kinerja pelayanan yang baik di Provinsi Kalimantan Barat (Ayustia 

& Nadapdap, 2023). Status tersebut menunjukkan bahwa kantor ini dinilai memiliki 

komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas 

serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Namun, predikat sebagai kantor 

unggulan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tetap perlu didukung oleh 

evaluasi yang objektif mengenai tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna 

pelayanan. 

Evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik menjadi penting karena 

kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah terus 

mengalami perubahan. Masyarakat saat ini mengharapkan pelayanan publik yang 

tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga transparan, mudah diakses, serta 

memberikan kepastian dalam proses pelayanan. Instansi pemerintah perlu 

melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kualitas 

pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan harapan masyarakat. 
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Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi kualitas 

penyelenggaraan pelayanan publik adalah melalui analisis Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM). Melalui analisis IKM, dapat diketahui bagaimana penilaian 

masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor 

Pertanahan Kota Pontianak, seperti kejelasan prosedur pelayanan, ketepatan waktu 

pelayanan, kompetensi dan sikap petugas, kenyamanan sarana pelayanan, serta 

keterbukaan informasi dalam proses pelayanan (Deddy Cathur Putra et al., 2024c). 

Hasil analisis tersebut dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus menjadi dasar 

dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di masa yang akan datang. 

Penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Pelayanan Kantor Pertanahan Kota Pontianak Sebagai Kantor Unggulan Di 

Kalimantan Barat” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Pontianak serta mengevaluasi sejauh 

mana predikat sebagai kantor unggulan sejalan dengan persepsi masyarakat 

sebagai pengguna pelayanan publik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi peningkatan kualitas pelayanan 

publik di bidang pertanahan, khususnya di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan 

di Kantor Pertanahan Kota Pontianak? 

2. Bagaimana penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang 

diberikan, meliputi prosedur, kecepatan dan ketepatan waktu, kenyamanan 

fasilitas, serta sikap dan kemampuan petugas? 

3. Sejauh mana predikat sebagai kantor pertanahan unggulan di Kalimantan 

Barat tercermin dalam tingkat kepuasan masyarakat, serta aspek pelayanan 

apa saja yang masih perlu diperbaiki? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) terhadap pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. 
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2. Untuk mengevaluasi penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang 

diberikan, meliputi prosedur pelayanan, kecepatan dan ketepatan waktu, 

kenyamanan fasilitas, serta sikap dan kemampuan petugas. 

3. Untuk mengidentifikasi kesesuaian antara predikat kantor pertanahan 

unggulan dengan tingkat kepuasan masyarakat serta menentukan aspek 

pelayanan yang masih perlu ditingkatkan. 

 

D. Batasan Penelitian 

1. Objek yang diteliti adalah Kantor Pertanahan di Kota Pontianak, yang 

menjadi salah satu lembaga pelayanan publik yang berada di bawah 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN). 

2. Subjek penelitian terdiri dari masyarakat yang memanfaatkan jasa 

pertanahan, yakni mereka yang telah atau sedang mengurus dokumen atau 

permohonan layanan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. 

3. Jenis layanan yang dikaji dibatasi pada layanan-layanan utama, seperti 

pendafataran tanah, penerbitan sertifikat, perubahan data, serta informasi 

pertanahan yang sering diakses oleh masyarakat umum. 

4. Aspek yang diteliti hanya mencakup elemen-elemen dalam penghitungan 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), seperti prosedur pelayanan, waktu 

penyelesaian, biaya, hasil layanan, sikap petugas, dan kondisi fasilitas 

penunjang. 

5. Lingkup penelitian terbatas pada Kota Pontianak dan tidak termasuk kantor 

pertanahan lain di wilayah Kalimantan Barat. 

6. Proses penelitian akan dilakukan pada tahun 2026, dengan memperhatikan 

data dan opini masyarakat yang paling relevan dengan situasi layanan saat 

ini. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

1. Menambah wawasan dan memperkaya kajian ilmiah dalam bidang 

pelayanan publik. 
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2. Memberikan kontribusi akademik terkait pengukuran Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) pada lembaga pemerintah. 

3. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik serupa, 

khususnya mengenai evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

4. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kualitas pelayanan di 

sektor pertanahan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk Kantor Pertanahan Kota Pontianak: Pertama, hasil dari penelitian 

ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat evaluasi untuk mengukur 

sejauh mana pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan 

masyarakat. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu membantu 

kantor dalam mengidentifikasi aspek-aspek positif yang perlu 

dipertahankan dan kekurangan yang perlu dibenahi, sehingga reputasi 

sebagai kantor berkualitas tinggi dapat terus dijaga melalui peningkatan 

pelayanan yang optimal. Kedua, tambahan bahan analisa perbandingan 

antara hasil survei IKM dengan prestasi-prestasi Kantor Pertanahan Kota 

Pontianak sebagai kantor unggulan di Kalimantan Barat, sehingga terungkap 

variabel apa saja yang bisa ditingkatkan untuk mempertahankan status 

kantor unggulan tersebut. Ketiga, bahan analisa dalam mengevaluasi 

inovasi-inovasi yang telah dilakukan, agar kedepan dapat mengeliminasi 

inovasi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan pelayanan khususnya 

digitalisasi layanan. 

b. Untuk pemerintah daerah serta Kementerian ATR/BPN, hasil penelitian ini 

bisa menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan atau strategi 

untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di sektor pertanahan, terutama 

terkait penerapan standar pelayanan yang fokus pada kepuasan masyarakat. 

c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan 

yang lebih jelas mengenai kualitas pelayanan pertanahan di Kota Pontianak, 

sehingga masyarakat dapat menilai seberapa baik pelayanan yang diterima 

sesuai harapan mereka dan berperan aktif dalam mendorong perbaikan 

pelayanan publik menuju yang lebih baik. 



125 

 

 

BAB VIII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di 

Kantor Pertanahan Kota Pontianak 

Kantor Pertanahan Kota Pontianak mendapat nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) dengan predikat sangat baik. Predikat ini didapat 

dari semua variabel pelayanan. Predikat sangat baik ini didapatkan 

secara konsisten selama periode tahun 2023, 2024, dan 2025, walau 

dengan variabel penilaian berbeda disetiap tahunnya. Hal ini 

menunjukan bahwa pelayanan yang diselenggarakan sudah mencapai 

pelayanan optimal. 

2. Penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, 

meliputi prosedur, kecepatan dan ketepatan waktu, kenyamanan 

fasilitas, serta sikap dan kemampuan petugas 

Masyarakat menilai baik terhadap prosedur pelayanan sebab dapat 

diakses informasiya dengan mudah baik di media sosial dan website 

resmi, namun yang menjadi permasalahan adalah penilaian masyarakat 

terhadap kecepatan dan ketepatan waktu keluarnya SK tanah yang 

masih tidak sesuai dengan yang tercantum pada Standar Operasional 

Prosedur (SOP). Namun nilai baik kembali muncul dari ketersediaan 

fasilitas yang lengkap dan nyaman untuk masyarakat, kemudian 

dilengkapi pula sikap dan kemampuan petugas dalam melayani 

khususnya pada bidang pelayanan front office selaku garda terdepan 

pelayanan dari Kantor Pertanahan Kota Pontianak. 

3. Sejauh mana predikat sebagai kantor pertanahan unggulan di 

Kalimantan Barat tercermin dalam tingkat kepuasan masyarakat, serta 

aspek pelayanan apa saja yang masih perlu diperbaiki 

Predikat sebagai kantor unggulan yang melekat di Kantor Pertanahan 

Kota Pontianak dibuktikan pada hasil konsisten peraihan nilai baik 
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pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tiga tahun berturut-turut. 

Akan tetapi hal-hal yang perlu diperbaiki pada dasarnya hanya ada dua 

yakni jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbanding lurus 

dengan beban kerja, lalu perbaikan infrastruktur baik infrastruktur 

secara bangunan maupun infrastruktur pelayanan digitalisasi.  

B. Saran 

1. Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di 

Kantor Pertanahan Kota Pontianak 

Disarankan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk 

membuat survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan format 

atau metode yang berbeda dari yang sebelumnya hanya menggunakan 

kuisioner. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

sebaiknya dapat dilakukan dengan metode wawancara secara langsung 

kepada para pemohon, sehingga pemohon dapat menyampaikan 

penilaiannya secara komprehensif  dan tidak dibatasi dengan pilihan 

yang dibuat oleh internal Kantor Pertanahan Kota Pontianak. 

2. Penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, 

meliputi prosedur, kecepatan dan ketepatan waktu, kenyamanan 

fasilitas, serta sikap dan kemampuan petugas 

Disarankan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk 

membuat evaluasi khusus membahas mengenai kendala yang dihadapi 

oleh para pegawai terlebih pada kasus lamanya proses layanan yang 

terjadi. Sehingga pada evaluasi tersebut dapat membentuk solusi-solusi 

yang bisa diimplementasikan para petugas/pegawai Kantor Pertanahan 

Kota Pontianak. 

3. Sejauh mana predikat sebagai kantor pertanahan unggulan di 

Kalimantan Barat tercermin dalam tingkat kepuasan masyarakat, serta 

aspek pelayanan apa saja yang masih perlu diperbaiki 

Disarankan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk 

mengajukan penampahan personel kepada kementerian. Sehingga 

kementerian dapat membuka lowongan pada penerimaan ASN baru di 

tahun berikutnya. Adapun lowongan tersebut sebaiknya menambah 
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personel yang berkaitan dengan proses pelayanan secara teknis. 

Sehingga permasalahan lamanya SK tanah keluar dan gangguan pada 

jaringan pelayanan digital dapat teratasi. 
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